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ABSTRAK

Immanue! Ambarita®
Budiman Ginting'"
Arif™**

Pemungutan pajak oleh pemerintah akan bersentuhan langsung dengan
kepentingan masyarakat. Pelaksanaan pemungutan pajak di tengah masyarakat
vang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan akan menimbulkan
ketidakadilan bagi masyarakat wajib pajak, sehingga dapat menimbulkan sengketa
pajak antara Wajib Pajak dengan Pejabat atau Aparat Pajak. Oleh sebab itu untuk
lebih memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga masyarakal sebagai
pembayar pajak, maka diperlukan adanya suatu lembaga peradilan di bidang
petpajakan yang komprehensif yang dibentuk dengan undang-undang, untuk dapat
menjamin hak dan kewajiban pembayar pajak sesuai dengan undang.undang
perpajakan

Metode penelitian dilakukan secara desknptif-analitis. Metode pendakatan
yang diperpumakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum nomnatif. Dala
pokok dalam penclitian adalah data sekunder. Pengurnpulan data dalem penelitian ini
dilakukan dengzn cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data
terhadap data sekunder dilakukan secara kualitatif.

Dan hasil penelitian diketahui bahwa secara normatif, penyelesaian
sengketa pajak menjadi wewenang Pengadilan Pajak ditegaskan dalam Pasal 31
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2062 Tentang Pengadilan Pajak.
Namun dalam Undang-undang tersebut, baik dalam pasal-pasal maupun
penjelasanaya, tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan atsv menyatekan
secara jelas keberadaan Pengadilan Pajak dalam lingkuegan peradilan yang ada.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor |4 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak hanya
menyebutkap tentang pembinaan teknis peradiian dalam Pengadilan Pajak
dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, admiaistasi,
dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangen. Oleh karena itu jika
dilihat dan kedudukannya, Pengadilan Pajak tidak murni sebagai badan peradilan
yang melasksanakan kekuasaan kehakiman, karena terdapat tugas-tugas eksekutif
yang dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak.

Disarankan agar mempertegas kembali posisi Pengadilan Pajak sebagai
salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman karena pada saat ini menurut penulis
bahwa Pengadilan Pajak menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu pelaksanaan
fungsi di bidang keuangan negara dalam lingkup fiwgsi pelaksanaan kekuasaan
kehakiman dan sebaliknya yaitu pelaksanaan fungsi di bidang kekuasazn
kehakiman dalam lingkup fungsi pelaksanaan keuangan negara. Hal ini terdihat
dalam kedarusan pembay®an sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak
yang terumang terlebih dahulu dalam mengajulean banding, memperjelas fungsi
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Pengadilan Pajak dalam hal penagihan pajak. Pada dasamya masalah penagihan
pajak sepenubnya menjadi wusan eksekutif. sehingga tidak ada alasan umtuk
mengaitkan dengan urusan yudikatif.

Kata kunci : Pengadilan Pajak, Sengkewe Pajak
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsititusi Negara Republik Indonesia khususnya pasca amandemen
ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945), telah mempertegas eksiskensi lembaga yudikatif dalam struktur
kelembagman negaia di Indonesia, sebagai suvatu lembaga yang melaksanalean
kekuasaan kehakiman secara independen. Sebelumnya independensi kekuasaan
kehakiman sangat tidak mandiri, hal ini dikarenakan intervensi kekuasaan ekstra
yudisial, khususnya dari eksekutif sangat besar. Kondisi ini terjadi karena
instrumen bukum yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia
memberikan peluang adanya intervensi pihak eksekutif untuk masuk dalam
kekuasaan kebakiman, dari mulai penganglatan, pembinaan kepegawaian dan
penggnjian bagi pam hakim yang memegang jabatan sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman.

Terjadinya koadisi tersebut tidak terlepas dari sifat executive heavy
yang dianut UUD 1945 dalam hal pembagian kekuasaan terhadap !embaga-
lembaga negara.! Dengan sifat tersebut, kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan
yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan negara lainnya. Hal iai

ditambah lagi dengan sistem ketatanegaraan kita yang menempatkan kedudukan

' Moh. Mahfud, Demokras? dan Kounstitust di Indonesia, Studl teniang Inseraksi Polink
don Kehidupan Ketalanegaraan, Edist [, (Yegyakana: Liberty, 1993). him, 27.
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cksekutif sebagai kepala pemetintaban dan sekaligus sebagai kepala negara.? Sifat
executive heavy tersebut pada akhimya memberi pelusng yang besar bagi
penyalahgunaan kewenangan oleh eksekutif, tennasuk intervensi dalam
kekuasaan kehakiman.

Negera Indonesia yang menganut konscpsi negara hukum modemn,
membagi kekuasaan negara dalam tiga bagian, yaitu kekvasasn eksekutif,
kekuasaan legislatif dan kekuasaan vudikatif. Haf ini sejalan dengan teori klasik
dari Montesque yang dikenal dengan teori frias politica. yaitu pemisshan
kekuaszan (separation of power).” Walaupun banyak yang betpendapat Indonesia
tidak menganut konsep pemisahan kekuaszan secara mumi, melainkan hanya
pembagian kekuasaan (disiribution of power). Namun ada juga yang berpendapat
bahwa UUD 1945 menganut paham duo politica, karena pemisahan kekuasaan
negara dalam UUD 1945 hanya menyangkut dua kekuasaan saja, yaitu:
Kekuasaan Pemerintah Negara sebagaimana dianer dalam Bab [l], dan K ekuasaan
Kehakiman seperti yang diatur dalem Bab DX. melalui paham atau ajaran duo
politica ini terjadilah pemisahan kekua<aan, sehingga dengan demikian UUD

1945 juga menganut ajaran politik separation of power.*

? Adnan Buyung Nasuwdon, Memwiy Lembaga Peradilan yang Indepemden o
Indmwsia, Makalah pada (Lolmkarya Menxen Fomat Peradilan yang Mandiri, Bersih dan
AofSiam), fakare, 11-12 Jacart 1999, Mm_ 3.

> Soajond Soekmno, Perspebsif Tearisis Stwfi Hution dalam Maoyornta, (Jelerm:
Rajawati, 1985}, Nm. 7.

* Koosonisium Reformasi Hukum Nasionat (KRHN) & Lembags Kajian dan Advokasi
untuk Indecpenden Peudilan (LelP), Pasistion Paper Memuju Keknasuon Kehakiman, (Jalmmm:
ICEL & LefP, 1999), him. 9.
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Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan
Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tertang
Perubo’aan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tatun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Lembaran Negaia
Republik Indonesia Tahun 20600 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3984.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Temtang Kekuasaan
Kehakiman, Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
147, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3879.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak, Lembaran Negara Republik Indcnesia
Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembasan Negara Republik Indonesia
Norvor 3284.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1986 Zentang Peradilan
Tata Usaho Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344,
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Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tertang Keermeon
Unmwn dan Tata Caro Perpajakan (KUP), Lembaran Negara
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262.

Republk Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kehkuasaon Kehakiman, Lembatan Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2951.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 Tentung Majelis
Pertimbangan Pajak (MPP), Lembaran Negaza Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 13. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1748.
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